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PERAN MEDIASI DALAM
MENANGGULANGI ANGKA PERCERAIAN
Di PENGADILAN AGAMA WONOSOBO TAHUN 2012

Farah Nur Anggraeni* & Malik Ibrahim**

Absitrak

Mediasi merupakan proses penyelesaian suatu sengheta yang dibantu
pibak ketiga melalii suatu perundingan atau pendekatan mufakat antara
kedua belah pibak, dimana orang yang menjadi penengab suatu sengheta
mennrut Peraturan Mabkamah Agung PERMA disebut mediator. Dengan
meningkarnya perceraian di Pengadilan Agama Wonoiobo peran mediasi
sangat dibutubkan untuk mengurangs penumpukbkan perkara. Penelitian inf
bertifuan untuk menjelaskan bagaimana peranfefektifitas prakiik mediasi
dalam mengatasi jumlah perkara yang semakin meningkat, dan apakah
prakiik tersebut sudab sesuat dengan konsep hakam dan Hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjnkan bahwa peran [ efektifitas pelaksanaan

- mediasi di PA Wonosobo pada tabun 2012 masih kurang berbasil atau
. kurang maksimal. Hal tersebur disehabkan dua bal, baik dari aspek PA
 (bakim) maupun dari aspek para pibak yang berperkara. Dari aspek hakim
dari sebelus hakim yang bevtugas di PA Wenosobo hanya satic orang yang
sudab mengikuti pelatihan mediasi (bersertifikat). Sedangkan dari para
pibak yang berperkara yaitu banyaknya perkara verstek, serta para pihak
yang belum memahami pentingnya mediast disamping hal tersebut dipevbueat

* Alumnus Prodi Hukom Keluarga Islam/Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Fakuleas Syari’'zh & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#* Sraf Pengajar pada Prodi Hukum Keluarga Islam/ Al-Ahwal Asy-
Syakhsiyyah (AS) FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarra.
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oleh motifasi dari para pihak yang berperkara banya untuk bercerai
safa, disamping bila rumah tangganya diteruskan banya mendatanghan
kemadhorotan, sehingga pevkava gugatan perceraian dikabulkan. Prakiik
mediasi di PA Wonosobo tabun 2012 tersebut sudab sesuai dengan konsep
hakam delan Hubum Iilam.

Kata kunci: Mediasi, perceraian, Pengadilan Agama Wonosobo, tabun
2012. '

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah berkumpulnya dua insan yang semula terpisah
dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang bermitra.' Dalam undang-
undang dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara
seorang pria dan seorang wanita sebagai suami iscri, dengan tujuan untuk
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.?

Tijuan perkawinan diantaranya: mempetoleh ketenangan hidup yang
penuh cinta dan kasih sayang {sakinah mawaddah wa rahmah), sebagai
tujuan pokok dan utama. Tujuan ini dibantu dengan tujuan-tujuan lain

. seperti: tujuan reproduksi (penerus generasi), untuk memenubhi kebutuhan
biologis (seks), menjaga kehormatan dan ibadah.?

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk selama-lamanya
dengan akad yang kuat, namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-
hal yang mempengaruhi kehidupan perkawinan hingga mengarah pada
suatu perceraian. Islam terdapat kemungkinan untuk bercerai, namun
hal ini dapat dilakukan dalam kondisi yang sangac terpaksa sebagai
pintu darurat.’ Dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan putusnya
perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau

! Khoiruddin Nasution, Hubam Perkawinan [ Dilengkapi Perbandingan UU
Negara Muslim KomtemporerEdisi revisi, (Yogyakarra: ACAdeMIA & TAZZAFA,
2005), hlm. 17.

? Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

* Khoiruddin Nasution, Hrkum Perkawinan I, him. 38.

 Ricy Fackhurrahman, "Peran hakim mediator dalam penyelesaian perkasa
percercian di Pengadilan Agana Wates Tabun 2009-2010 pasce PERMA No. 1 1abun
2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama” , Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas
Syari'ah den Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarca (2011). Hlin. 2,
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berdasarkan gugaran perceraian.’

Pasangan suami-istri seharusnya menjauhkan angan-angan untuk
bercerai. karena jika perceraian terjadi yang merasakan akibatnya bukan
hanya suami istri tersebut, terapi juga anak-anak yang tidak berdosa,
Sementara laki-laki atan wanita lain belum tentu lebih baik daripada suamj
atau istri mereka.S Perselisihan antara suami-iscri yang memuncak dapat
membuat rumah rangga ridak harmonis, sehingga akan mendatangkan
kemudharatan. Oleh karena itu, Islam membuka jalan berupa perceraian.
Merupakan jalan terakhir yang ditempuh suami dan istri, bila ramah
tangga mereka tidak dapat dipertahankan.’

Dalam mengatasi kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami-
istri, Islam memerintahkan agar keduaz belah pihak mengutus dua hzbam
(juru damai)®. Hal tersebut bermaksud uncuk mencari jalan keluar,
sebagaimana firman Allah:

lasys O Llal aleSos dlal e LeSmlgtanld Loy (3lad mrasils
e Lesle 0 a0 Lo il 339y LoMa!

Adanya juru damai (hakam) untuk menengahi persoalan perceraian
bisa dari pihak keluarga, ataupun pihak lain yang dianggap lebih bisa
mengatasi persoalan itu. Orang yang berwenang mengutus juru damai
adalah kedua belah pihak dan pemerintah. Dapat dikatakan bahwa
mengangkat atau mengutus mediator adalah suatu kewajiban, karena
pengutusan itu bermaksud mengurangi dan mencegah kezaliman suami-
istti. Hal itu menjadi kewajiban pemerintah, dalam hal ini pengadilan.?

- Dalam lingkungan Pengadilan Agama, usaha mendamaikan para pihak
dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan
itu tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang.' Ditegaskan

* Inpres Ne. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114.
¢ A.Zuhdi Muhdlor, Memabami Hukum Perkawinan: Nikah, Talug, Cerai dan

'_,Rt{f:dz (Bandung: Al Bayan, 1994), lim. 91.

7 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hikum Syariab, Hukwm Adat dun Hubum

. Nasianal, cet. ke-2 (Jakarca: Kencana,2011), hlna. 181.

* lbid., hlm. 185.

? Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Per:pe)éhjf Hubwm Syariah, Hukum Adat den
Hukum Nasional, hlm. 187.

' Abdul Manan, Penerapan Hubun Acava Perdata di Lingkungan Peradijan Agama,
cer. ke-5 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 151. l
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dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 4, bahwa semua perkara perdata
yang diajukan di pengadilan cingkat percama wajib lebih dahulu diupayakan
penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008
Pasal 3 dan 4, proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh)
hari kerja sejak dipilihnya mediator. Dan penambahan 14 (empat belas).
hari atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan dalam prakeik di
Pengadilan Agama Wonosobo, kebaayakan mediasi dilakukan satu
kali melalui lembaga mediator, dengan jangka waktu 2 (dua) min_ggu
penetapan, kemudian dilanjutkan laporan mediasi, namun jika para pthak
ingin bermediasi kembali, maka mediasi bisa dilakukan lagi.!! Dala_.m
HIR dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim
wajib terlebih dahulv mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum
perkaranya diperiksa.!? N

Di Pengadilan Agama Wonosobo setiap perkara yang disjukan
diberi kesempatan untuk dimediasi terlebih dahulu, meski ada beberapa
kendala dalam bermediasi. Kendala tersebut adalah mediasi yang kadang
dilakukan hanya sekali saja.'* Setiap perkara dinyatakan berhasil, bila
telah diputus, putwsan itu bisa berupa, dicabut, ditolak, tidak diterlima,
gugur, dicoret dari regristrasi dan dikabulkan.’ Jadi walau akhlrn}-ra
bercerai, tetapi semua perkara pasti selesai dan dinyatakan berhasd:
Pada tzhun 2012 cerlihat keberhasilan PA Wonosobo dalam menangani
perkara perceraian. Hal tersebut terlihat dari banyaknya perkara: yang
telah diputus, walaupun ada kendala seperti yang dijelaskan di atas,
selain kendala dari dalam juga ada kendala dari luar, yaicu para pihak
yang berperkara yang sudah berkeinginan bulat untuk bercerai. D.arf'
hal tersebut maka penyusun ingin mengetahui peran praktik mediasi
di Pengadilan Agama Wonosobo dalam mengatasi jumlah perkara yang
semakin meningkat. Dan kesesuaian praktik mediasi di Pengadilan Agama
Wonosobo dengan konsep hakam dalam hukum Islam.

' Wawancara dengan Nuryadi Siswanco, Hakim Pengadilan Agama Wonosobo
Jawa Tengah, Tanggal 04 April 2013.

‘2 Nuryadi Siswanco, Handons, hln 1.

I Wawuncara dengan Nuryadi Siswanto, Hakim Peogadilan Agama Wonosobo
Jawa Tengah, Ta.nggal 04 April 2012, ‘

" Wawancarz dengan Irawan Hari Waluyo, Panitera muda hukum Pengadilan
Agama Wonosobo Jawa Tengah, Tanggal 04 April 2013
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Penyusun mengambil objek tzhun 2012 karena jumlah perkara
yang diputus pada tahun 2012 paling banyak dibanding tahun-tahun
sebelumnya, dalam hal ini penyusun mencoba membandingkan dengan
tahun 2010 dan 2011, sebagai bukti bahwa meningkatnya jumlah
pasangan yang ingin bercerai setiap tahunnya di Pengadilan Agama
Wonosobo. Pada tahun 2012 perkara yang berhasil diputus sebanyak

2055 perkara, tahun 2010 adalah 1944 perkara dan tahun 2011 adalah
1725 perkara. :

B. Peran dan Fungsi Mediasi.

Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan
kesepakatan damai yang permanen dan lestari, dalam mediasi para pihak
memiliki posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau
pihak yang dikalahkan (win-win solution). Dalam proses mediasi para
pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuli dalam
pengambilan keputusan. Dimana mediator'? tidak memilikj kewenangan
dalam pengambilan keputusan, tetapi dia hanya membantu para pihak
dalam menjaga proses mediasi guna mewnjudkan kesepakatan damai
roereka'® Untuk lebih detailnya penyusun akan mendefinisikan apa peran

dan fungsi mediator karena mediator adalah orang yang bertindak sebagai
penengah dalam mediasi.

1. Peran Mediator Dalam Mediasi.

Semuasengketa perdara yang diajukan ke Pengadilan Tingkae Pertama
wajib terlebih dahulu diupayakan peniyelesaian melalui perdamaian
dengan bantuan mediator."” Mediator dalam pelembagaan mediasi atas
sengketa yang terjadi di pengadilan memiliki peran'yang penting.'® Paling
tidak, mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam
proses perundingan guna mencari betbagai kemungkinan penyelesaian

sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah

" Orang yang bertindak sebagai penengah {dalam mediasi).

' Sahrizal Abbas, Mediasi dulast Hubum Istam, Hukum Adat, dan Hubwm Nasional,
him. 24-25.

" PERMA No. I Tahun 2008, Pasal 4.

¥ Suyud Margono, Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternarive Disprete Resolutions
{ADR), (Bogor: Penerbir Galia Indonesia, 2010), hlm. 122.
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penyelesaian.!” Suyud mengutip Howard Raiffa, menurutnya peran
mediator sebagui sebuah kontinum atau garis rentang, yakni dari sisi
peran yang lemah hingga sisi peran terkuat.Sisi peran rerlemah adalah,
bila mediator hanya menjalankan peran-peran:
a. Penyelenggara pertemuan.
b. Pemimpin diskusi.
¢. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan
berlangsung secara beradap.
Pengendali emosi para pihak.
e. Pendorong pihak/perunding yang kurang yang kurang mampu atau
segan mengemukakan pandanganaya.

C . Mediasi dalam Hukum Islam

Konsep twin-win solusion dalam mediasi, juga dikenal dalam sistem
Hukum Islam. Walau tidak disebut dengan mediasi, namun pola
penyelesaian sengkeca yang digunakan menyerupai pola dalam mediasi.
Dalam sistemn Hukum Islam dikenal istilah is/zh dan hekam. Is’ah adalah
ajaran Islam yang bermakna lebih menonjolkan metode penye-lesaian
petselisihan atau konflik secara damai dengan mengesampingkan
- perbedaan-perbedaan yang menjadi akar perselisihan. Intinya bahwa
para pihak yang berselisib diperintahkan untuk mengikhlaskan kesalahan
masing-masing dan diamalkan untuk saling memaafkan.®

Diterangkan dalam an-Nisa’' (4) ayat 128 agar para pihak suarmi-istri
mempetbaiki diri demi mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka.

brbias o Logele 7l Mo Uslye] of U354 Lday o cudls Blial 0ol
98359 {sraened Oy Rddl uas¥ coppamiy ps mliadly lxbio Lo
Aes Oplend Lay o6 ot (13

Dalam menghadapi nusyuz, suami mendapat tugas utama untuk

memperbaiki keadaan istri ( Zsde# ). Dimana tahapan yang diterangkan
tidak hanya menjadi pedoman bagi bagi suami atau iscri, tetapi juga bagi

' Malikamah Agung RI PERMA No. 1 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 6.
® Nurnaningsih Amriani, Mediesi Alterneatif Sengheta Perdata di Pengadilan, hlm.
118-119.
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bakar dalam membantu sengketa keluarga dalam kasus zusywz. 21

Selain islab juga dikenal istilah hakam. Hakam juga mempunyai
pengertian seperti mediasi, dimana hakam merupakan pihak ketiga
yang mengikatkan diri kedalam konflik yang terjadi di antara suami-
istri sebagai pihak yang akan menengahi atau menyelesaikan sengketa
diantara mereka.? Dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 35 dimana dalam
perselisihan antara suami-istri harus ada Aakam (juru damai) unek menjadi
penengah di antara kedua belah pihak. Hakam jtulah yang berhubungan
dengan para pihak untuk menanyai dan mendapatkan ketetangan dari
suami-istri yang dalam syigag itu. 3 -

Ada beberapa perbedaan pendapat tencang yang dimaksud hzbam
dalam sengketa syiqay.

1. Mahzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbal; berpendapat bahwa berdasarkan
zhahir surat An-Nisa (4) ayat 35 bahwa hakam diangkat oleh pihak
keluarga suami atau istri dan bukan suami atau istri itu secara
langsung. '

2. Ulama kontemporer seperti, Wahbah Zuhaily dan Sayyid Sabiq bahwa
hakam atau mediator dapat diangkat oleh suami-istsi yang disetujui
oleh mereka sebagai penengah.

3. As-Sya’bi dan Ibn Abbas mengatakan bahwa, pihak ketiga dalam
kasus syigag diangkat oleh hakim acau pemerintah, karena kata
*fab'atsu maka hendaklah kamu mengutus” dimana ayat ini ditujukan
kepada semua kaum muslimin.

Dari pendapac ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa yang
berwenang mengutus juru damai adalah kedua belah pibak dan
pemerintah. Dapat pula dikatakan bahwa mengangkar atan mengutus
mediator adalah suatu kewajiban, karena pengutusan itu bermaksud
membasmi dan mencegah kezaliman suami-istri, yang menjadikewajiban
pemerintah, dalam hal ini pengadilan. #

*' Sahrizal Abbas, Madfas: defan: Hubum Islam, Hubaum Adat, dan Hukum Nasional,

" him. 190.

2 fbid., hlm. 119-120.

* Saguci Thalib, Hukum Kebelnargaan Indimesiz, (Jakarta: Penerbit UNiversitas
Indonesta (UI-Press), 1986), him. 95.

M Sahrizal Abbas, Madiasi datam Hubnm Islam, Hukim Adat, dan Hukun Nasional,
hlm. 185-187.
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Batasan wewenang hakam dalam memediasi suatu sengketa dalam
kasus syigag:

1. Menurut Hanafi, Syafi'l, Hanbali, Hasan al-Basti dan Qatadah,
seorang hakam atau mediator tidak berwenang untuk menceraikan
suami atau istri yang sedang didamaikannya. Hazkam hanya bisa
mengambil keputusan sesuai persetujuan dari kedua belah pihak.
Mazhab Hanafi berpendapat apabila suami istri itu harus diceraikan,
maka juru damai itu harus melaporkannya kepada gads, dan qadilab
yang berhak menceraikan.

2. Menutut Sya’bi, Ibn Abbas dan Mazhab Malik, Azéam berwenang
memutuskan ikatan perkawinan antara suami isteri itu sekalipun
atas izin dari salah satu atau kedua belah pihak tersebut. Tergantung
kesepakatan kedua juru damai dari masih-masing pihak, dan b.ila
terjadi perbedaan pendapat maka tidak dapat dilaksanakan perceraian
itu sebelum ada kara sepakat.®

Apabila kedua otang hakam gagal dalam usahanya untu%(
mendamaikan antara kedua suami-istri, maka keduznyz mengambil
keputusan antara dua perkara : _ .
L. Hakam dari pihak suami menjatuhkan ealak kepada istrinya sebagai

wakil dari padanya.

Dalam Hukum perkawinan dalam Islam, UU No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan Pasal 101, diterangkan bahwa isteri yang

diceraikan dengan talak sebab syigag, tidak boleh dirujuki lagi oleh

suaminya. . - .
2. Hakam dari pihak istri mengkhxluk suaminya sebagai wakil dari

padanya.®

D. Mediasi menurut Peraturan Perundangan

1. Mediasi dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975
Pasal 28 ayart (3). ‘

Badan Penasehar Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan (BP-4)
adalah badan yang dibentuk oleh Departemen Agama untuk mendamaikan

B 1hid., hlm. 187-188.
% Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Ilam, cet ke-4, (Jakarta: PT
HIDAKARYA AGUNG, 1968). hlm. 138.
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atau memediasikan para pihak yang beragama Islam yan g ingin bercerai,
hal ini Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 Pasal
28 ayat (3).” Biasanya pihak-pihak yang ingin mengajukan perceraian
ke Pengadilan Agama, pertama kali mereka mendatangi BP4 ini, namun
meskipun para pihak belum mendatangi atau belum melalu; proses BP4,
dan langsung mengajukan ke Pengadilan Agama, Pengadilan Agama tetap
menerima perkara cersebut, perkara yang sudah melalui BP-4 ataupun
belum, wajib diupayakan perdamaian oleh hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara tersebut.?

2. Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008

Kehadiran PERMA Dimaksudkan untuk memberikan kepastian,
ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk
menyelesaikan suatu sengketa perdata. Pada ptinsipnya mediasi di
lingkungan pengadilan dilakukan oleh mediator yang berasal dri luar
pengadilan. Namun, mengingat jumlah mediator yang sangat terbatas
dan tidak semua pengadilan tingkat percama tersedia mediator, maka
PERMA mengijinkan hakim menjadi mediator. ® Dalam PERMA No. 1
Tahun 2008, Pasal 1 diterangkan sebagai berikuc :

a. Dalam ayat (6), dimana mediator adalah pihak yang netral yang
membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari
berbagai kemungkinan menyelesaikan sengketa tanpa menggunakan
cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

b. Ayat(8), menyatakan para pihak adatah dua atau lebih subjek hukum
yang bukan kuasa bukum yang bersengketa dan membawa sengketa

. mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.
c. - Ayat (10), Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh

tiap pihak yang memuat duduk perkara atau usulan penyelesaian
sengketa, '

¥ Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapac

meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan Peselisihan dan Perceraian
{BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebur uncuk hidup makmur dalam

rumah tangga.

¥ Nurmaningsih Amriani, MEDIASI Alternatif Sengketa Perdata di Pengadilan,
hlm. 134-1335,

® Sahrizal Abbas, Medtasi datam Huknm Lslam, Hukum Adat, dan Hukrm Nasioned,
hlm. 311-312.
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d. Ayat (12), proses mediasi tertutup, hanya dihadiri para pihak dan
kuasa hukum mereka dan mediator dan pihak lain yang diizinkan
oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak
boleh disampaikan kepada public terkecuali atas izin para pihak.

e. Dalam ayat (14) diterangkan pengadilan tinggi adalah pengadilan
yang ada dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.

3, Mediasi dalam Pasal 130 Ayat (1) HIR, Pasal 154 Ayat (1)
RBg dan Pasal 31 Ry, Upaya perdamaian.

Hakim dalam memeriksa perkara perdata yang diajukan oleh pihak
penggugat terhadap pihak tergugat terlebih dulu harus mengupayakan
perdamaian, sebagaimana dalam Pasal 130 Ayat (1) HIR,® Pasal 154
Ayat (1) RBg, Pasal 31 Ry, juga diterangkan sepetti itu, dicana hakim
dalam seriap pemeriksaan harus mengupayakan perdamaian. Jika
dalam perdamaian tersebut ada salah satu pihak baik tergugat maupun
penggugat membutuhkan juru bahasa, mereka dapat menggunakan
juru bahasa yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri yang telah disumpah,
tetapi jika jura bahasanya berasal dari luar pengadilan, maka juru bahasa
tersebut harus disumpah terlebih dahulu. Tugas juru bahasa adalah
_ menterjemahkan bahasa agar dapat dimengerti oleh pihak penggugat
ataupun tergugat (Pasal 130 ayat 4 dan Pasal 131 HIR jo. Pasal 155 RBg
jo. Pasal 33 BRx).»2

Upaya mendamaikan dalam petkara perceraian dimana tetjadi
pertengkaran secara terus menerus haruslah dilakukan hakim secara
optimal. Sedangkan dalam perkara perceraian karena alasan zina, cacat
badan atau sakit jiwa yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan
kewajibannya, maka hakim tetap mengusahakan suatu perdarnaian karena
merupakan kewajiban tetapi tidak dituntut secara optimal, seperti karena
pertengkaran dan percekcokan. Hal itu dilakukan merupakan kewajiban
moral saja, bukan kewajiban hukum. Dimana dikemukakan bahwa selama

% [ika pada hari yang ditentukan itu, keduva belah pihak datang, maka
Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan kedua
belah pihak.

31 Apabila pada hari yang telah ditentukan para pihak darang menghadap,
maka Pengadilan Negeri dengan perantaraan kerua berusaha mendamaikan.

3 Sarwono, Hubwm Acara Perdata Teori dan Prakiik, (Jakarea: Sinar Grafika,
2011), him. 159-162.
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perkara belum diputus usaha mendamaikan para pihak yang berperkara
dapat dilakukan dalam setiap sidang pemeriksaan.* Dijelaskan hal serupa

dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Pasal 82 ayat (4)."

E. Analisis Terhadap Perkara yang dimediasi di PA Wonosobo

Untuk lebih mudah dalam nenganalisis penyusun mengambil
12 perkara pada tahun 2012, dimana 12 perkara perceraian tersebut
diambil berdasarkan penetapan tanggal mediasi dari bulan Januari sampai
Desember masing-masing diambil 1 perkara, kemudian dianalisis pada

bab selanjutnya.

Tabel IIT

Perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Wonosobo tahun 2012

m':g:;si No. regrister Tglr.nic;?:::fan Ket.

04-01-2012 |2126/pde.G/2011/PA. Wsb |28-12-2011 | Cerai talak
08-02-2012 | 0060/pde.G/2012/PA.Wsb | 25-01-2012 | Cerai gugac
27-03-2012 | 6388/pdt.G/2012/PA.Wsb | 20-03-2012 | Cerai talak
12-04-2012 | 2124/pdt.G/2011/PA. Wsb [05-04-2012 | Cerai gugat
15-05-2012 | 0476/pde.G/2012/PA.Wsb | 08-05-2012 Cerai gugat
04-06-2012 | 0811/pdt.Gf2012/PA. Wsb | 28-05-2012 | Cerai gugat
02-07-2012 | 1019/pde.G/2012/PA.Wsb |25-06-2012 | Cerai talak
07-08-2012 | 1208/pdc.G/2012/PA.Wsb |31-07-2012 | Cerai gugac
10-09-2012 | 1334/pdr.G/2012/PA.W'sh | 03-09-2012 Cerai gugac
22-10-2012 | 1674/pde.G/2012/PA.Wsb | 15-10-2012 | Cerai gugat
01-11-2012 | 1870/pdt.GG/2012/PA.Wsb | 25-10-2012 Cerai gugat
06-12-2012 | 1957/pde.G/2012/PA.Wsb |29-11-2012 | Cerai gugat

¥ Peratutan Pemerintah Nomor 9 Tahon 1975 entang Pecunjuk Pelaksanaan
UU No. | Tahun 1974 Teatang Perkawinan, Pasal 31.
M Abdul Manan, Penerapan Hukim Acava Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,

him. 165-166.
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Keterangan :
2126/pdt.G/2011/PA. Wsb

a.

b.

)
2)

3

Cerai talak

Alasan pengajuan gugatan

Pemohon dan termohon menikah tahun 1981 tinggal bersama di
kediaman milik bersarna selama 18, dan dikaruniai 3 orang anak.
Kemudian selama 3 tahun pemohon berangkart kerja ke Amerika
dari tahun 2000-2003. Kehidupan rumah tangga pemohon dan
termohon mulai goyah sejak tahun 1983, dimana termohon
berubah sikap kurang perhatian terhadap termohon dan sikap
yang suka marah-marah. Sekembali dari Amerika sikap termohon
tetap juga tidak berubah bahkan semakin memburuk. Dan
pemohon kembali kerumah kedua orang tua. Dan sudah pisah
tempat tinggal selama 11 tahun, Dan majlis hakim mengabulkan
permohonan konpensi.**

Alasan penundaan sidang

Karena maijlis hakim tidak lengkap, ketua majlis hakim dinas ke
PTA Semarang, dan hakim anggota ada yang cuti.

Bukti-bukti gugatan rekonvensi: Pembuktian, musyawarah majlis
hakim, pembuktian, kesimpulan, musyawarah majlis hakim,
pembuktian dan pemanggilan termohon, pembuktian lanjucan,
pembuktian lanjutan (kedua).?®

0060/pdt.G/2012/PA.W'sb

1)
2)

Cerai gugar

Alasan pengajuan gugatan

Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan
tergugat karena tetgugat tidak menghargai orang tua penggugat,
apabila orang tua penggugat menasehati tergugat secara baik
tentang pekerjaan. Tergugat tidak malu melakukan KDRT
balhkan sampai ke urusan desa setelah menganiaya penggugat,
dirnana tergugat telah mengucapkan shigat taklik talak sewakeu
menikah.¥

# Lihat lampiran , Nomor Register 2126/pdr.G/20 12/PA. W/sb.

3 Dokumen Pengadilan Agama Wonosobo, “register induk perkara gugatan
Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tahun 20127,

¥ Lihac lampiran, No. Register 0060/pde.G/2012/PA. Wsh.
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¢ 0388/pdt.G/2012/PA.Wsb

1) Cerai talak

2) Alasan pengajuan gugatan
Adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugarc
dan tergugat dikarenakan rergugat yang selalu tidek pernah
bersyukur akan vang nafkah yang diberikan dan selalu merasa
kurang, pada akhirnya tergugat pergi ke ramah orang ruanya.?

3) Alasan penundaan sidang
a) Pemanggilan termohon
b) Pembuktian
¢) Upaya damai
d) Pemanggilan penggugac dan tergugat.’

d. 2124/pde.Gf2011/PANYsb

1) Cerai gugat

2) Alasan pengajuan gugatan.
Pada waktu menikah tergugat mengucapkan taklik talak.
Penggugar dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama selama
1 tahun di Wonosobo, kemudian kemudian pindah dirumah
orang tua tergugat di Jakatta selama 2 bulan, setelah itu kembali
ke Wonosobo kembali dan tinggal selama 2 bulan, selanjutnya
tinggal di Jakarta lagi selama 2 bulan, kemudian tinggal di
Makasar selama 2 bulan. Kemudian di Wonosobo lagi 1 bulan, Jalu
ke Makasar lagi 1 bulan, dan Jambi 3 Minggu. Penggugat selalu
mengikuti kemanapun tergugat pindah kerja, dan melakukan
hubungan layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak.
Dan akhirnya terjadi perselisihan karena tergugat berselingkuh,
dan sudah berpisah selama 11 bulan, tetgugat juga sudah cidak
memberi nafkah baik secara lahir maupun batin, dalam hal ini
tergugat mengajukan eksepsi.*® '

3) Alasan penundaan
a) Panggil tergugat
b) Pembuktian

*® Lihat lampiran, No. Register 0388/pdt.G/2012/PA Wsh,

¥ Dokumen Pengadilan Agama Wonosobo, “register induk perkara gugaran
Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah tahun 2012”.

* Lihat lampiran, No. Register 2124/pdt.G/2012/PA. Wsh.
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¢) Mediasi jawaban

d) Revisi jawaban tergugat via PA Jakarta pusat

e} Revisi jawaban tergugat via PA Jakarta pusat (yang kedua)
f) Duplik

g) Musyawarah majlis.*!

0476/pdt.G/2012/PA. Wsb

1)
2)

3)

Cerai gugat

Alasan pengajuan gugatan

Terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugar
tidak mampu memberi nafkah bathin, dimana setiap diajak
berhubungan kelamin tergugat tidak mau karena fakeor usia
yang sudah tua. Penggugat sering kecewa menahan hasrac yang
tidak terbendung.”

Alasan penundaan sidang

a) Panggil tergugat

b) Panggil tergugat (kedua)

¢) Mediasi

d) Pembuktian dan panggil tergugat.*

0811/pdt.G/2012/PA. Wsb

1
2)

3)

Cerai gugat

Alasan pengajuan gugatan

Karena faktor ekonomi dimana tergugat sebagai kepala rumah
tangga, tidak bertanggung jawab atas keluarga, tidak bekerja
untuk memenuhi kehidupan rumal tangga. Justru penggugat
yang harus membanting tulang mencari nafkah untuk mencukupi
kebutuhan. Dan telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lamanya.*
Alasan penundaan sidang :

a) Perdamaian

b) Hasil mediasi

¢} Perdamaian

1t Dokumen Pengadilan Agama Wonosobo, “register induk peckara gugatan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah tahun 20127,

2 Lthat lampiran, No. Register 0476/pdr. G/PA. Wsh.

* Dokumen Pengadilan Agama Wonoscbo, register induk perkara gugatan
Pengadilan Agarma/Mahkamah Syar’iyah talun 2012".

“ Lihat lampiran, No. Register 081 1/pde.G{2012/PA. Wsb.
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i d) Jawaban tergugat

e) Jawaban tergugat (bagian 2)
£ Replik

£ Duplik

h) DPuplik tergugat

D Pembuktian

i) Panggilan tergugat

k) Musyawarah maijlis.®

g 1019/pde.G/2012/PA.Wsb

1) Cerai talak ‘

2} Alasan pengajuan gugatan
Tidak ada keharmonisan karena termohon tidak patuh,
tidak menghormati kepada pemohon kalau dinasehati berani
melawan,tidak patuh dan tidak menghargai mertua.kemudian
karena sudah tidak tahan pemohon mengembalikan termohon
dan sudah berpisah 7 bulan.*

h. 1208/pdt.G/2012/PA. Wsb

1) Cerai gugat

2) Alasan pengajuan gugatan.
Karena tergugat melanggar takfik talak, dimana dalam pernikahan
pernah mengucapkan shigat taklik ralak dan telah menanda
tanganinya, dimana penggugat jarang memberi nafkah dalam
kurun waktu 1 tahun, dan hanya mengandalkan penggugat.?’

3) Penundaan sidang
a) Panggilan tergugat
by Panggil tergugat.®

i 1334/pde.G/2012/PA. Wsb
| . 1) Cerai gugat

% Dokumen Pengadilan Agama Wonosobo, “register induk perkara gugatan
Pengadilan Agama /Mahkamah Syar’iyah tahun 20127,

41 ihar lampiran, No. Register 1019/pde.G/2012/PA. Wsh.

¥ Libar lampiran, No. Register 1208/pdt.G/2012/PA.Wsb.

* Dokumen Pengadilan Agama Wonosobo,"register induk perkara gugacan
Pengadilan Agama /Mahkamah Syar’iyah tahon 20127,



2} Alasan pengajuan gugatan
Karenasudah 5 tahun terjadi perselisihan dan pertengkaran karena
faktor ekonomi, dimana rergugat hanya buruh di bengkel dan
penghasilan sedikit, dan tidak pernah dikasihkan ke penggugat.
Untuk memenuhi kebutuhan dari hasil keringan penggugat.
Dimana penggugat beranggapan tergugat menelantarkan
keluarga, dan berpisah ternpat tinggal sudah 4 bulan lamanya.*
3) Alasan penundaan
a) Jawaban tergugat
b) Replik tergugat.®

i. 1674/pdr.G/2012/PA.Wsb

1) Cerai gugat

2) Alasan pengajuan penggugat
Terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena jarang membert
nafkah lahir dan sering pulang larut malam, Dimana penggugat
dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun 10
bulan. Dan membuat tersiksa lahir batin. penggugat. ™!

3) Alasan penundaan
Memanggil tergugat dan penggugat.®

k. 1870/pdt.G/2012/PA.Wsb

1) Alasan pengajuan gugatan
Tergugat dan penggugat sudah berpisah 10 bulan karena
penggugat merasa tidak tahan dengan sikap tergugat yang suka
mabuk-mabukan, suka kasar dan tidak jujur masalah uang.”

2) Alasan penundaan
a) Panggil tergugat
b) Panggil penggugat
o) Replik tergugat.®

9 Lihar lampiran, No. Register 1334/pdi.G/2012/PA. W'sb.

30 Dokumen Pengadilan Agama Wonosobo, register induk peckara gugatan
Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah tahun 2012".

5 Lihar lampiran, No regiscer 1674/pdt.Gf2012/PA. Wisb.

3 Dokumen Peagadilan Agama Wonasobo, “register induk perkara gugaran
Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah cahun 2012.

53 Lihat lampiran, No Register 1870/pdr.G/20 12/PA Wsbh,

' Dokumen Pengadilan Agama Wonosobo, “register induk perkara gugaran
Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah tahun 20127,

L 1957/pde.G/2012/PA . Wsb

1) Cerai gugat

2} Alasan perceraian
Awalnya pernikahan penggugat dan tergugat hidup rukun dan
bethubungan layaknya suami istei (b2'de dukbzl) namun belum
dikaruniani anak. Perceraian karena kawin paksa, dan cidak ada
cinea.”

3) Alasan penundaan sidang
Panggil tergugat dan pembuktian.*®

Dari 12-sampel petkara di atas, sernua perkara diputus cerai oleh majelis
hakim, karena para pihak sudah tidak mungkin didamaikan, sehingga bila
tidak diputus cerai justeru akan menimbulkan kemadhorotan, sehingga
twjuan dari perkawinan yaitu sakinah mewaddakb wa robmab menjadi tidak
dapat tercapai. Disamping itu karena jumlah perkara yang masuk semakin
banyak namun jurnlah hakim di PA Wonosobo hanya berjumlah 11 orang,
itupun yang sudah mengikuti pelatihan mediasi dan bersertifikat hanya
satu orang hakim saja, maka proses mediasi tidalk dapat berjalan maksimal,
karena dengan jumlah petkara yang semakin bertambah banyak maka
proses persidangan terkesan hanya untuk memenuhi aspek formal
persidangan semata, sementara aspek substansial serta proses mediasi
kurang mendapatkan perhatian maksimal, sehingga proses persidangan
terkesan hanya uncuk “kejar setoran” menyelesaikan jumlah perkara yang
semakin banyak masuk ke PA Wonosobo. Hal tersebuc [ebih diperparah
oleh para pihak yang berperkara di PA Wonosobo dalam kondisi emosi
yang sudah sangar memuncak disamping beberapa putusan majelis
hakim yang bersifat verstek, sehingga dalam benak para pihak yang
betperkara tidak ada opsi lain dalam sidang selain hanya untuk bercerai
saja. Ini menjadikan para pihak sulit untuk didamaikan, sehingga semakin
mempersulit proses mediasi, sehingga proses mediasi belum bisa berdaya

guna dan berhasil guna serta efektif. Oleh sebab itu mediasi merupakan
“hal yang penting sebagai media untuk menengahi perkara perselisihan
. dan berperan untuk mendamaikan atau menengahi perkara perceraian®,

% Lihat lampiran, No. Register 1957/pde.G/2012/PA.W/sb.
% Dokumen Pengadilan Agama Wonosobo,” register induk perkara gugatin

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah cahun 2012",

7 Ibrahim, Malik, Tunggakan Peckara di Lingkungan Peradilan Agama dan
Upaya Penanggulanganaya, dalam Jurmal Aplikasia, Vol. 18 No. 1 Tahun 2018
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sehingga suami-istri mengurungkan niatnya untuk bercerai, meski pada
akhirnya segala keputusan jatuh pada suami-istri, apakah mereka ingin
bercerai atau meneruskan perkawinan. Seperti diajarkan oleh Islam, yang
memerintahkan untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di
antara manusia, sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian. Seperti
firman Allah ST dalam Surah Al-Hujurat (49) ayat 10:

ooyt oShad il yaFls 0S5t o lamebaols Byl Ogtaztitas)

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu
damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah

supaya kamu mendapat rahmat™.*

Maksud ayat di atas, jika ada dua orang yang bertengkar atau
berperkara maka damaikanlah mereka, perdamaian itu hendaklah
dilakukan dengan adil dan benar, sebab Allah mencintai orang yang
berlaku adil. Seorang mediacor atau hazkam yang bertugas untuk
mendamaikan para pihak yang bersengketa, dalam menyelesaikan perkara
harus menggali dan mendengar keterangan kedua belah pihak™, sehingga
mengetahui masalah yang diperselisihkan, agar bisa menjadi penengah
dari perkara tersebut. ®

F. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas mengenai peran
mediasi dalam menanggulangi perkara perceraian di Pengadilan Agama
Wonosobo tahun 2012, dapat disimpulkan :

a. Pelaksanaan mediasi di lingkungan PA Wonosobo masih belum
maksimal, hal tersebut disebabkan secara internal minimnya jumlah
hakim yang sudah mengikuti pelatihan mediasi dan mendapat
serifikat sebagai mediator. Juga perbandingan antara jumlah perkara
yang masuk dengan jumlah hakim yang menyidangkan perkara tidak

¥ Departemnen Agama RI, Algrr'an dan Terjemabnya, (Jakarca: Proyek
Pengadaan Kicab Suci Al-Qur’an , 1984), h. 846

3 Abdul Manan, Pererapran Hukum Acara Perdecte di Lingkungan Peraditar Agame,
cet, Ke-3. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 151.

% Malik Ibrahim, Efekificas Peran Mediasi dalam Menanggulangi Perceraian
di Lingkungan Peradilan Agama, dalam farnal Madania, Vol. 19 Ne. 1 Juni 2015,
hlm. 116-117
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sebanding, sehingga hakim disibukkan untuk segera menyidangkan
perkara tersebut secara maraton. Disamping secara eksterna) para
pihak yang berperkara sudah sulit didamaikan, karena sudah pada
tahapan emosi yang memuncak dengan pasangannya, sehingga yang
terpikir adatah bagaimana bisa segera bercerai, disamping banyaknya
persidangan yang dilakukan bersifat verszek.

b. Pelaksanaan mediasi di PA Wonosobo pada tahun 2012 merupakan
pengejawantahan dari konsep Aakam dalam hukum Islam serta
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2008 serta
ketentuan luinnya, sehingga pelaksanaannya telah sesuai dengan
konsep Aakam dalam hukum Istam dan ketentuan yang ada, hanya saja
dalam praktinya masih belum maksimal karena rerkendala beberapa
hal baik dari pihak PA (hakim) maupun para pihak yang berperkara,
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KEKERASAN SEXSUAL (PEMERKOSAAN) DALAM RUMAH
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DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
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Abstract

Kentuban sebuah rimab tangga dan keruknnan pasangan suami istri
adalah sebuah keniscayaan yang tak terelakban. Hal-halyang dapar
menyebabkan kevetakan rumab tangga salah satunya yaitu keketasan
dalam rumah tangga, Kekerasan dalam ramah tangga adalab sesuatu
yang bavus dibindari olebsemna pihak, baik oleh anggota keluarga,
masyarakat, pengemuka agama, babkan pemerintabh. Mengingat
pentingnya perlindungan keberasan dalam rumab tangga, tidak tronis
Jika terdapat peratuvan perundang-nndangan yang bertujnan unink
menghapus kekerasan dalam rumab tangga. Misalnya dalam UU
Nomor 23 Tabun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumab Tangga.
Hukum [slam memandang babwa kekerasan seksual dapat dijadikan

" sebagai alasan pengajuan perceraian karena terdapat unsuy pemaksaan

 dan tidak menjalankan Mu'asyarob bi al-Ma'ruf, sedangkan
mennsit bukum positif berpendapat babiva berlaku sewenang-wenang
saja dapat dijadikan alasan pengajnan percevaian apalagi sampai
melakukan kekerasan sebsual secava paksa,

Kata Kunci : Kekerasan Sebsual, Perceraian, Hikum Iilgm, Hukbnum
Positef
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A. Pendahuluan

Perjalanan sebuah perkawinan tidaklah selalu tenang dan
menyenangkan, Dalam rumah tangga sering tetjadi percekeokan akibat
ulah istri atau suami. Akan tetapi hendaklah perekcokan itu tidak
dibiarkan menjadi besar. Jika dalam perkawinan cerdapat konflik yang
berkepanjangan, dimana apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan,
akan menimbulkan hal-hal yang dagat merugikan anggota keluarga,
maka jika hal itu erjadi perkawinan tersebut dapat diputus dengan cara
perceraian.

Dalam keadaan demikian Islam memberikan alternatif pemecahan
(solusi) yaitu dengan dibolehkannya perceraian. Hukum Islam
membenarkan dan mengizinkan perceraian, kalau perceraian itu lebih baik
daripada tetap berada dalam perkawinan. Meskipun demikian, perceraian
merupakan hal yang dibenci Allah SWT.

Pemerkosaan dalam perkawinan lazim juga disebut marital rape
dalam kebiasaan dan budaya hubungan seksual di Indonesia relative
tidak begitu popular. Pemerkosaan diasumsikan perbuatan cabul seorang
laki- laki terhadap perempuan secara memaksa untuk melampiaskan
hawa nafsu seks. Pefbuatan itu tidak dilakukan dengan kesediaan dan
juga tidak dalam konteks rumah tangga. Terlihac sekali bahwa definisi
pemerkosaan mengalami reduksi. Pemerkosaan dalam rumah tangga
tidak dimasukkan dalam kategori ini, maka dari itu pemerkosaan dalam
rumah tangga masih tergolong kontroversial.

Berdasarkan uraian singkat di atas, hukum yang dapat diambil
yakni dengan menggunakan metode giyas. Allah memerincahkan kepada
seorang suami untuk mengguuli istrinya dengan baik atau sebaliknya.
Jadi, suami tidak boleh sewenang-wenang dalam memperlakukan istri.
Hal ini menunjukkan bahwa berlaku sewenang-wenang menyakiti
istri saja dilarang, apalagi melakukan kekerasan seksual. Permasalahan
cersebut termasuk dalam kategori giyas aulawi, yang mana furu’ lebih
tinggi tingkatannya dibanding hukum ashl dengan illat yang sama yaitu
menyakit iscri."

' Moh Rifa'i, Hmx Figib Islam Lengkap, (Semarang: PT Karya Toha Putra,
1978), hlm. 98.
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B. Pemerkosaan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam
dan Hukum Positif

Dalam ikatan perkawinan hubungan suami istri{seks) adalah sesuatu
yang halal tetapi tidak sampai membolehkan kekerasan-kekerasan yang
memungkinkan dapat menyertainya. Kedua hal ini harus dipisahkan,
karena sangat jauh berbeda. Membolehkan hubungan seks dalam ikatan
perkawinan adalah mendukung kelangsungan hidup manusia dan sangat
manusiawi, sementara membolehkan kekerasan bukan hanya tidak
manusiawi akan tetapi pada tingkat kualitasnya yang tercinggi
ia menghentikan derap langkah manusia itu sendiri. Dengan pandangan
ini dapart diduga bentuk ancaman sanksi yang dapat diterapkan. Apabila
hal itu cerjadi, maka pelakunya semestinya diancam karena kekerasan
atan pemaksaan yang dilakukanaya. Hal ini dapat dianalogikan dengan
tindakan pemerkosaan. Diancum dengan hukuman: Perzama, pelaku
tindak pemerkosaan diancam dengan rajam, karena ia telah melakukan
zina (apabila ia sudah menikah, sedangkan yang belum menikah di
cambuk). Kedra, ia diancam hukuman karena tindak pidana pemaksaan.
Dari kedua ancaman tersebut, ancaman pertama tentu saja tidak mungkin
dijatuhkan kepada suami, sebab hubungan meteka adalah sah dan legal
dan tidak mungkin dikategorikan zina. Namun pemaksaannya, tidak
berbeda dengan pemaksaan yang dilakukan dalam sebuah pemerkosaan.?

Dalam banyak praktik hukum, perempuan dinilai separo dari harga
laki-laki. Oleh islam pandangan dan prakeik misioginis-diskriminatif
itu diubah dan diganti dengan pandangan dan praktik yang adil dan
manusiawi. Islam secara bertahap mengembalikan otonomi perempuan
sebagai manusia merdeka.’

- Para ahli cafsir menyatakan, gewtvam berarti pemimpin, penanggung
jawab, atan, pengatur dan pendidik. Penafsiran sernacam ini memang
tidak perlu kita persoalkan lagi, akan cetapi secara U.mum-para ahli
tafsir berpendapat, superioritas laki-laki adalah mutlak. Superioritas ini

(diciptakan oleh Tuhan hingga tidak bisa diubah. Kelebihan aki-Jaki atas

perempuan, menurut ahli cafsic dikarenakan kapasitas akal dan fisiknya.*

2 Alimin M, Bercinra Dalam Ungkapan Kicab Suci (Ficik Temu Konsep Marical
Rape dengan gagasan Quraini), Abbam, Vol. VII, No. 15 (2015), hlm. 66.

* Husein Muhummad, Figh Perempuan: Refleksi Kiai atas Agama dan Gender,
(Yogyakarea: LKIS 2001}, hlm. 19.

1 ibid ., him. 20-21.
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Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
pengertian pemerkosaan tidak terlepas dari pengertian kesusilaan, karena
pemerkosaan merupakan salah satu bagian kejahacan kesusilaan yang
diatur dalam BAB XIV Pasal 285, 286, 287, dan 288 KUHP Istilah
kesusilaan berasal dari kata susila yang berarti beradab, sopan, tertib,
atau adat istiadat yang baik. Kesusilaan karenanya berarti sesuatu yeng
terkait dengan adab atau sopan santun.’

Sedangkan delik kesusilaan adalah segala perbuatan yang dapat
dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang. Dari pengertian kesusilaan ini bisa dikatakan, nilai-nilai kesusilaan
tidak hanyaterkait dengan perkara seksual yang bersifat pribadi, tetapi
juga pergaulan rumah cangga, pergaulan orang lain dimasyarakat, dan
bahkan kehidupaan bermasyarakat dan bernegara secara luas.®

Pemierkosaan sebagai delik kesusilaan diartikan: pertama, kekerasan
atau ancaman kekerasan dengan memaksa perempuan untuk bersetubuh
di luar perkawinan. Kedwna, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan
memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan
seksua sebagaimana dalam pasal 285 KUHP Oleh karena itu, petbuatan
pemetkosaan disebut jika didalamnya terdapat unsur:

1. Kekerasan atau ancaman kekerasan yang membuat si korban ridak
mampu menolak.

2. Keterpaksaan korban dalam melakukan hubungan biologis.

3. Hubungan biologis yang terjadi secara nyata.”

Meskipun telah ada undang-undang yang dapat digunakan untak
menuntut suami yang melakukan pemerkosaan dalam ruraah tangga.
Akan tetapi pada prakteknya pemerkosaan dalam rumah tangga
mengalami kendala uncuk diproses secara hukum. Hal ini disebutkan
oleh beberapa hal, antara lain: — '

1. Terjadi diruang yang sangat privac sehingga pada umumnya tidak
ada orang yang mengetahui selai pelaku dan kotban.

3 Muyassarorussholichah, “Pemanfaatan Perbandingan Hukum Delik
Kesusilaan dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional®, Sosio-Regilia, Vol 2, 3
Mei 2003, hlm. 471.

¢ Muyassarotussolichah, Marical Rape, Perspektif Yirridis Viktimologis. dalam
Mochammad Sodik, ed. Telaah Ulang Wacana Seksnalitas, (Yogyakarta: PSW [AIN
Sunan Kalijaga, Depag RI, dan McGill-IISEP-CIDA, 20043, hlny. 343.

? tbid., hlm. 344,
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2. Sebagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga lainnya,
pemerkosaan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai aib
keluarga yang tabu untuk diceritakan pada orang lain.

3. Terjadi pada pasangan yang sah untuk melakukan hubungan seksual,
baik menurut hukum Negara, maupun hukum Agama.

4. Sebagaimana perkosaan diatur diluar perkawinan, unsur paksaan pada
pemerkosazn dalam. perkawinan seringkali sulit dibuktikan secara
fisik. :

Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta
kekerasan seksual yang tetjadi dulam relasi antara suami isteri, maka yang
berfaku adalah delik aduan. Dimana korban itu sendiri yang melaporkan
secara langsung kepada kepolisian, atau memberi kuasa kepada keluarga
atau orang lain untuk melaporkannya.

C. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Postif Tentang
Kekerasan Seksual dalam Rurnah Tangga Sebagai Alasan
Perceraian.

Istilah “Perceraian” terdapat dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor
1- Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat tentang ketentuan
fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b.
Perceraian, ¢. Atas putusan pengadilan”. Jadi, iscilah “perceraran’ secara
yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibarkan putusnya
hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini.®

Selanjutnya untuk ketentuan tentang putusnya perkawinan
diatur dalam pasal 38 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
sebagaimana dikutip oleh Wasman dan Wardah Nuroniyah yaitu:
a) Karena kematian salah salah sacu pihak,
b) Karena perceraian dan
¢) Atas keputusan pengadilan.®

Dengan adanya penegasan Pasal di atas apabila suami istri sudah
tidak ada lagi harapan unruk hidup bersama-sama dalam satu ikacan

8 Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian cet.2, Sinar Grafika : Jakarta,

" 2014, hlm. 15.

% Wasman, dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam dalam
Perbandingan Figh dan Hukuw Positif Yogyakarca: Libercy, 2003, hlm, 154.
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perkawinan dengan damai dan rukun, karena menurut Ahmad Rofik

perceraian merupakan alternatife terakhir (pintu darurat) yang boleh

ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapac
dipertahankan lagi keutuhan dan kesinambungannya.'®

Tidak mudah unruk menggugat ataupun memohon cerai ke
pengadilan. Harus ada alasan-alasan yang cukup menurut hukum,
sehingga pgugatan cerai bisa dikabulkan Pengaditan.

Alasan-alasan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayac 2 UU No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemetintah No.
9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat,
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turac tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah
atau karena hal lain diluar kemampuannya;

¢. Salal satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan terhadap pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang
mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami
atau isteri;

f Antara suami dan jsteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan ridak ada harapn akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga;

Khusus yang beragama Islam, ada tambahan dua alasan perceraian
selain alasan-ulasan diatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi
Hukum Islam yairu: '

a. Suami melanggar caklik talak;
b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan rerjadinya ketidak
rukunan dalam rumah tangga.!

'» Ahmad Rofik, Hubum Ikaw di Indenesia. Jakarta: raja Grafindo Pertsada,
2000, hlm. 269.

1 "Alusan-Alasan Perceraian”, heeps:/fkonsultanhukum. web.id/alasan-alasan-
percerajan- menurut-hukum.heml, diakses pada 24 Juli 2019,
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Dengan kata lain, hakim tidak akan mengabulkan gugatan cerai di
loar alasan-alasan di atas.

Kekerasan seksual ini bisa dilakukan laki-laki terhadap perempuan,
bisa juga sebaliknya. Namun yang umum terjadi pelakunya adalah
laki-laki. Pemerkosaan dalam rumah tangga belum begitu popular di
dengar oleh sebagian masyarakat kita. Dimana tindakan tersebut tidak
dibenarkan dalam hukum Islam maupun hukum Positif. Karena tindakan
tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan apalagi nilai-nilai
kelslaman, karena di dalamnya tidak mengandung relasi yang baik
{mu'asyarah bi al-ma’ruf).

Didalam hukum Islam, salah satu unsur penting dalam penetapan
hukurmn adalah maqasid asy-syari'ah. Maqasid asy-syari'ah menjadi dokerin
dasar dan sekaligus metodologi dalam penetapan hukum Islam.12 Di
dalam doktrin maqasid asy-syari'ah disebutkan, syari‘ah diturunkan kepada
manusia adulah mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan manusia dan
seluruh makhluk, baik kemashlahatan dunia maupun akhirac (tahqiq al-
mashlahah).!?

Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 19 bahwasannya
Allah memerintahkan supaya memperlakukan suami atau istri dengan
baik. Karepa dalam hubungan seksual pun Islam mengajarkan tentang
prinsip Mu'asyarah bi al-Ma'ruf. Antara suami istri harus saling memberi
dan menerima, tidak saling menyakiti, serta tidak mengabaikan hak dan
kewajibannya masing-masing.

Adapun bunyi ayar tersebut juga menunjukkan bahwa seorang suami
dalam menggauli istri atau sebaliknya haruslah dengan baik {mu’asyarah
bi al-ma’ruf), kemudian jika dipahami dengan kebalikannya (mafhum
mukhalafah) dari bunyinya, yakni haramnya seorang suami mempergauli
istrinya dengan cara kekerasan (mu’asyarah bi al-munkar).

Dalarn KHI Bab XII Pasal 77 ayat 5 disebutkan bahwa “Jika suami
atau iscri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan
gugatan kepada Pengadilan Agama”, dapat disimpulkan bahwa melalaikan
kewajiban saja dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama apalagi
sampai melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Q2 Yudian W, “Maqashid al-Syari'ah sebagai Dokirin dan Metode’, dalam Al-

" Jami'ah, No. 58, him. 98-105.

13 Asy-Syatibi, al-Muwafugat fr Ushul al-Abkam, (tep: Dar al-Rasad al-Hadisc,
o), H
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Seirama dengan perubahan zaman, fenomena rumah tangga pun
semakin berkembang, bagaimana jika salah satu pihak suami iscri
mengalami kelainan dalam pemuasan seksualnya berupa kekerasan seksual
dalam berhubungan seks. Untuk mengetahui status hukum kekerasan
seksual sebagai alasan perceraian dalam perspektif hukum Islam perlu
dijawab dengan metode Qiyas, yaitu Qiyas Aulawi.

Qiyas aulawi adalah illat yang terdapat pada qiyas (fara’) lebih aula -

(utama) dari pada illat yang ada pada tempat mengqjiyaskan («shf). Seperti
menggiyaskan perbuatan memukul, kepada kata-kata yang kurang
mengenakkan terhadap orangtua karena illataya menyakiti. Keharaman
memukul orang tua lebih kuat daripada sekedar mengatakan kata-kata
yang kurang mengenakkan, seperti kata ah dan uh.

Dalam kasus ini hukum yang dapat diambil yakni dengan
menggunakan metode qiyas. Allah memectintahkan kepada seorang
suami untuk menggauli iscrinya dengan baik atau sebaliknya. Jadi,
suami tidak boleh sewenang-wenang dalam memperlakukan istri. Hal
ini menunjukkan bahwa berlaku sewenang-wenang menyakiti istri saja
dilarang, apalagi melakukan kekerasan seksual. Permasalahan tersebut
termasuk dalam kategori giyas aulawi, yang mana furu’ lebih tinggi
tingkatannya dibanding hukum ashl dengan illat yang sama yaitu
menyakiti istri

Dalam hal ini dapat dikaitkan juga dengan permasalahan kekerasan
seksual dalam rumah tangga, seperti yang dijelaskan dalam XHI Pasal
77 ayat 5 bahwa “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-
masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”, dapat
disimpulkan bahwa melalaikan kewajiban saja dapat mengajukan gugatan
ke Pengadilan Agama apalagi sampai melakukan kekerasan seksual
dalam rumah tangga. Sama halnya dengan qiyas dulawi, berkata ah
denga orangtua saja tecmasuk durhaka, apalagi melakukan kekerasan
terhadap orangtua.

Dengan demikian kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat
menghilangkan arci penting sebuah pernikahan yang bernuansa sosial dan
individual. Pestama, karena kekerasan seksual tersebut dapat membuat
Pasangan mengalami rrauma, baik secara psikis maupun biologis. Kedva,
karena berbahaya sehingga dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan
biologis atau jima' yang menjadi tujuan diadakannya pernikahan yaitu
hubungan seksual. Oleh karena itu masalah kekerasan seksual dalam
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rumah tangga dapat di giyaskan kepada masalah kekerasan sebagai alasan
diperbolehkannya &hiyer (memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan
pernikahannya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyebutkan frasa

“kekerasan seksual’, namun yang dimaksud berbeda dengan frasa “keterasan
seksual” dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Pasal 8 UU PKDRT
menyebutkan bahwa bentuk kekerasan seksual yang dimuksud berupa
pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam
lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap
salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk
tujuan komersial danfatau tujuan tertentu. Ketentuan UU PKDRT ini
memberikan perlindungan bagi kocban kekerasan seksual sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 UU PKDRT sepanjang korban menetap dalam
lingkup rumah tangga atau korban berada dalam lingkup rumah tangga
pelaku.* )
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan memberikan
perlindungan bagi setiap korban kekerasan seksual, baik yang menertap
dalam lingkup rumabh tangga atau berada dalam lingkup rumah tangga
pelaku maupun yang tidak mempunyai keterkaitan dengan lingkup rumah
tangga pelaku. Selain itu, jenis kekerasan seksual yang dikategorisasikan
sebagai tindak pidana dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah
9 jenis kekerasan seksual. Pengaturan ini hanya dapat dilakukan dan
tidak dapat dibebankan kepada UU PKDRT yang merupakan aturan
khusus (fex specialis} dan tidak dapat dibebankan kepada UU PKDRT
yang merupakan aturan khusus untuk kekerasan dam rumah tangga.
Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa 1JU PKDRT bukan
aturan khusus yang diajukan untuk menampung dan menyelesaikan
permasalahan kekerasan seksual. Terlebih lagi sesuai dengan namanya, UU
PKDRT hanya berlaku apabila kekerasan tersebuc cerjadi dalam lingkup
rqinah tangga, artinya tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku
yang melakukannya terhadap orang lain diluar lingkup rumah tangganya.
Oleh karena itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat diperlukan
mengingat kondisi saac ini belum ada peraturan perundang-undangan

4 Perbeduan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan UU Penghapusan

Kekerasan Kekerasan Dalarm Rumah Tangga, heeps:/fwoarw komnasperempuan.go.id,
diakses 23 Maretr 2019.
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yang dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan terhadap jenis rindak
pidana kekerasan seksual yang ada.'?

D. Penurup

Melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan

tindakan yang sangat keliru, karena dalam relasi rumah rangga harus

menggunakan Mu'asyarch bi al-Ma’ruf. Apabila salah satn melakukan
kekerasan seksual dalam rumah cangga, maka salah satunya dapat
memilih untuk melanjutkan atauw mengakhiri rumah rangganya. Apabila
ingin mengakhirinya, kekerasan seksual (pemerkosaan) dapat dijadikan
sebagai alasan pengajuan perceraian karena sangat jauh dengan prinsip
Mu'asyaroh bi al-Ma'ruf dan dalam rumah tangga tidak boleh berlaku
sewenang-wenang.

Y5 fhid.
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